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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

. bahwa keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang
sebelumnya bernama Radio Pemerintah Daerah
kemudian menjadi Radio Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara, sebagai media penyiaran di Kabupaten
Kutai Kartanegara merupakan sumberdaya daerah
dibidang penyiaran dan dimanfaatkan untuk mencapai
keberhasilan program-program pembangunan
Pemerintah Daerah;

. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan
berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada
masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi
pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan
hiburan yang sehat dan independen seiring dengan
kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;

. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

di kabupaten dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik
lokal;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas,
perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9)sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4252);

4., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4485).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahanan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Lembaga Penyiaran Publik adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk
badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral,
tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan
masyarakat.



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah
Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh
Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat
independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan
untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio
Republik Indonesia untuk radio

LPPL Kabupaten Kutai Kartanegara adalah LPPL Radio Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar
atau suara dan gambar atau berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat
interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima
siaran.

Program siaran adalah kegiatan penyelenggaraan yang berisikan
serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan
wilayah tertentu dengan menggunakan spectrum frekwensi radio.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana
pemancaran dan atau sarana transmisi didarat, di laut atau di antariksa
dengan menggunakan spektrum frekwensi radio melaui udara, kabel,
dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan
bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan
gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka,
berupa program yang teratur dan berkesinambungan;

Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan
masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat
dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga
penyiaran yang bersangkutan;

Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui
penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan
dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran
untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produuk yang
ditawarkan;

Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang
disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan,
memasyarakatkan, dan/atau memmpromosikan gagasan, cita-cita, anjuran
dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi
khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan
iklan tersebut.

Klasifikasi acara siaran adalah pengelompokan Acara siaran berdasarkan
isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran;

Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi
mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik
yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga
penyiaran publik.

Direktur adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang
berwenang dan bertanggung-jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran
publik.

Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah
Lembaga Negara yang bersifat Independen yang ada di pusat dan di daerah,
sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan
wewenangnya diatur dalam Undang Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran.
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20.

21.

22.

(1)

(2)

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID
adalah Lembaga Daerah yang bersifat Independen yang berada di daerah,
sebagai wujud peran serta masyarakat didalam Penyiaran.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas
Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan Negara kepada
lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran;

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya
dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 2

LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan
menyajikan program siaran yang mendorong terwujutnya sikap mental
masyarakat yang bertaqwa, cerdas, memperkukuh integritas nasional
dalam rangka membangun mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta
menjaga citra positif bangsa.

BAB II
NAMA, BENTUK, SIFAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Radio Pemerintah Daerah yang selanjutnya diberi nama Radio Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara .

LPPL Radio Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
didirikan oleh Pemerintah Daerah dan berbentuk Badan Hukum.

(3) Tempat kedudukan dan stasiun penyiaran Radio Pemerintah Daerah

(4)

(S)

(1)

berada di Ibukota Daerah.

LPPL Radio Pemerintah Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

LPPL Radio Pemerintah Daerah baik secara kelembagaan maupun dalam
penyelenggaraan penyiarannya merupakan wadah penyelenggaraan
penyebaran informasi pembangunan pemerintah dan kemasyarakatan di
daerah yang bersifat independen, netral, dan tidak komersil.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

LPPL Radio Pemerintah Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan
informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program dan siaran
radio, teknik radio, administrasi dan pemasaran di bidang radio guna
menyebarluaskan informasi pembangunan di daerah, pendidikan, hiburan
yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa
untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan
penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL
Radio Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang
terkait dengan penyelenggaraan siaran;

b. penyelenggarakan penyiaran melalui sistem terrestrial penyiaran Radio
FM secara analog dan digital;

c. perumusan kebijjakan umum dan pengawasan di bidang
penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;

d. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan radio
publik lokal;

e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia,
keuangan, penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;

f. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara penyiaran, siaran
langsung maupun tidak langsung dan berbagai acara/kegiatan off air
diluar siaran (event organizer);

g. penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik radio
publik lokal;

h. penyelenggaraan penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan
sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media
informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial masyarakat;
dan

i. pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka membina hubungan
kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah/instansi di Lingkup
Pemerintah Daerah.

LPPL Radio Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanannya
untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa
keikutsertaan didalam siaran dan evaluasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 5

Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Pemerintah Daerah
wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan
permohonan kepada Menteri melalui KPID Provinsi Kalimantan Timur.

Sebelum mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran,
pemohon harus mengetahui ketersediaan frekuensi diwilayahnya, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN

Pasal 6

Sebagai alat kelengkapan, LPPL Radio Siaran Pemerintah Daerah dibentuk
susunan organisasi yang terdiri dari :

Dewan Pengawas;

Dewan Direksi;

Bagian Tata Usaha;

Bidang Penyiaran dan Pemasaran,;
Bidang Teknik; dan

Bidang Pemberitaan.

Mo oae o



(2) Susunan alat kelengkapan LPPL Radio Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 7

(1) Dewan Pengawas LPPL Radio Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati
atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara pantas
berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
untuk kemudian dilaporkan ke DPRD.

(2) Dewan Pengawas LPPL Radio Pemerintah Daerah adalah bagian dalam
struktur LPPL yang berfungsi mewakili masyarakat yang menjalankan
tugas pengawasan terhadap Direksi demi mencapai tujuan lembaga
penyiaran publik.

(3) Jumlah anggota dewan pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur
pemerintah daerah, praktisi penyiaran dan masyarakat.

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 1 (satu)
orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua berdasarkan keputusan Rapat
Anggota Dewan Pengawas.

(5) Dewan Pengawas bekerja untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat
dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya

Bagian Kedua
Fungsi dan Kewenangan

Pasal 8

(1) Dewan Pengawas berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah dan
unsur LPPL Radio Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan
atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola manajemen
LPPL Radio Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan
Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:

a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direktur kepada
bupati;

b. menentukan program umum 5 (lima} tahun Radio Siaran Pemerintah
Daerah ;

c. memberikan saran, masukan, dan nasehat, serta teguran secara lisan
maupun tertulis kepada Direktur;

d. memeriksa Direktur yang diduga merugikan LPPL Radio Pemerintah
Daerah;

e. memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan
tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

f. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman
perilaku penyiaran serta standar program siaran yang dilakukan oleh
manajemen LPPL Radio Pemerintah Daerah;



(1)

(2)

o

memeriksa pembukuan dan perlengkapan siaran lainya;

mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran LPPL Radio Pemerintah
Daerah;

menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan program
kerja Direksi dalam tahun berjalan,

meminta keterangan dan data-data yang diperlukan kepada Direktur
dan/atau karyawan LPPL Radio Pemerintah Daerah; dan

menetapkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain dalam
rangka kelancaran kinerja LPPL Radio Daerah.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai hak:

a.

b.

mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan
lainnya;

mendapatkan cuti;

c. menyampaikan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah terhadap

perkembangan LPPL Radio Pemerintah Daerah; dan

ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan cuti sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban/tugas :

a.

menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran,
rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan
kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan
kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;

mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta
independensi dan netralitas siaran;

melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon
Direktur;

mengangkat dan memberhentikan Direktur;
menetapkan pembagian tugas Direktur;
mengawasi kinerja Direktur;

mengawasi siaran dan menjamin bahwa Radio Pemerintah Daerah tetap
berorintasi pada publik;

menampung aspirasi publik, kritik, keluhan masyarakat untuk
selanjutnya disampaikan kepada Direktur;

bersama-sama dengan dewan direksi menandatangani laporan
tahunan ;

menyampaikan Laporantahunan LPPL Radio Pemerintah Daerah
yang telah ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas
kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD; dan

dewan pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada huruf j dan huruf k wajib membuat alas an
tertulis.



Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat
sebagai berikut :

a.

b.

o I W

i

(1)

(2)

(3)

\élarga Negara Republik Indonesia yang bertagwa kepada Tuhan Yang Maha
sa,

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta
Perubahannya;

berpendidikan sarjana atau yang memiliki kompetensi yang setara;

sehat jasmani dan rohani;

berwibawa, jujur, adil, dan berkelakukan tidak tercela;

bagi yang berstatus Pegawai ASN harus memenuhi kualifikasi dan
kompetensi dibidang penyiaran;

agi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak
sedang menjabat anggota legislatif dan/atau tidak sedang menjabat
anggota yudikatif;

agi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidang
penyiaran yang layak minimal 5 (lima) tahun dan tidak sedang menjabat
atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan

idak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lainnya.

Bagian Kelima
Pemberhentian
Pasal 11

Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Pemerintah Daerah berhenti atau
diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
d

. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Pemerintah Daerah;,

o

f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau

g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10.

Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan menyampaikan keberatan.

Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota
Dewan Pengawas yang bersangkutan mendapat pemberitahuan secara
tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.






